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ABSTRAK

Pembuktian terbalik merupakan salah satu bentuk alat bukti yang
diberlakukan untuk mengungkap kasus korupsi yang sangat sulit pembuktiannya.
Secara yuridis formal, pembuktian ini telah ditetapkan dalam Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
Pembuktian tersebut diberlakukan untuk memberantas merebaknya korupsi yang
semakin meningkat dan merugikan kehidupan bangsa dan negara. Pembuktian ini
juga berguna untuk mengefektitkan dan membantu aparat penegak hukum dalam
menegakkan keadilan dan mencari kebenaran terutama dalam masalah korupsi
yang selam ini mengalami kemandulan karena sulitnya alat-alat bukti.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari legalitas penerapannya dalam
hukum Islam dan kemudian mengkomparasikannya dengan hukum positif yang
berlaku selama ini. Dalam al-Qur’an tidak secara eksplisit dijelaskan adanya
pemberlakuan pembuktian terbalik, namun terdapat qorinah yang menunjukkan
praktek tersebut yaitu dalam kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dituduh berbuat
serong (QS. Yusuf: 25-29), serta dalam (QS. An-Nur: 6-9) istri yang dituduh
suaminya telah melakukan perzinahan serta dalam hadis yang diriwayatkan
Baihaqi tentang bukti itu diwajibkan kepada penggugat dan sumpah itu
diwajibkan kepada tergugat . Mengingat penerapan beban pembuktian terbalik
menerapkan sistem praduga bersalah yang melanggar HAM dan dalam Islam
melarang menuduh seseorang tanpa bukti tapi demi keadilan yang harus
ditegakkan, juga terdapat kritik terhadap relevansi sumpah (hukum Islam) dalam
konteks kasus korupsi, ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan praktisi
hukum. Menyikapi pro dan kontra tersebut, maka harus dicarikan jalan keluar
yang dapat diterima oleh semua kalangan tanpa menimbulkan persoalan baru.
Problem solver tersebut juga untuk membantu tujuan diterapkannya beban
pembuktian terbalik tersebut demi terwujudnya kebenaran dan keadilan dalam
hukum.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk /ibrary reserch
yang mengedepankan literatur baik itu berbasis hukum Isfam dan hukum positif
serta kasus-kasus yang tengah terjadi yang kemudian membandingkan diantara
keduanya. Serta menggunakan pendekatan normatif untuk memaparkan secara
kritis nilai yang terkandung dalam dua hukum yang berbeda, selanjutnya
dilakukan analisa historis terhadap rekaman-rekaman sejarah yang didalamnya
terdapat Qorinah (indikasi) yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran
modern. Seperti penelitian terdahulu salah satunya yang telah ditulis oleh Andi
Hamzah tentang penelitian perundang-undangan korupsi ke berbagai negara,
artikel yang ditulis Abdul Wahid yang melihat pembuktian terbalik dalam
perspektif pidana Islam dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atas
produk hukum tentang tindak pidana korupsi terutama dalam penerapan beban
pembuktian terbalik, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

i‘;:;;f Nama Huruf Latin Keterangan

y ARf  tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o B& b be

[l T t te

& sa’ § es (dengan titik di atas)
z Jim j je

C H& h ha (dengan titik di bawah)
t Kha’ kh ka dan ha

e D4l d de

4 zal 7 zet (dengan titik di atas)
3 RA’ . @

J zai 7z zet
U':“ sin S es
g syin sy es danye
U< sad $ es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
5 @’ ¢ te (dengantitikedi bawah)
p2 Y z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik di atas
& gain g ge

(] fa’ f ef

é qaf q qi

2 kaf Kk ka

J lam 1 ‘el

a mim m ‘em
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nlin en

W

ha
apostrof

Ye

wawl
h&’
hamzah
y&’

eB g B

S o b6 C

s

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

CBdM%% | Dimlis | Muta‘addidah
oac Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

. T T e ERp g T
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

;Lﬁ] 3"}]\ Al )S Ditulis Karamah al-auliyd’

3. Bila ta’ marbutah-hidup-atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

o shillasy Ditulis | Zakahabfigi

D. Vokal Pendek
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i fathah ditulis A
J'——_Q ditulis fa’ala
- Kasrah ditulis i
JSJ ditulis zukira
i} ditulis u
-3,-.’ dammah ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah -+ alif ditulis a
ERIINEN ditulis jahiliyysh
2 fathah + ya’ mati ditulis a
45-‘-“33 ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis i
A S ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis 0
U R ditulis furtd
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis ai
(ﬂs-.&é% ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
d}g ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

il

Caae )

S

H o Kata SandangAhf-i—Lam

1.

ditulis
Ditulis

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

viii

wantum
u‘iddat

La’in syakartum

661”




u])d\ ; TS } T
uu\.;él\ Ditulis Al-Qiyés

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan hurufI (el) nya.

ditulis - as-Sama’

1) ; Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

u'a ) Jsl\ LQJJ | ik)ciwtulis ' Zavﬁ al—furﬁd‘
‘U-W-“ dﬁ‘ Ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati perkembangan pemerintahan Indonesia sejak zaman Orde
Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, senantiasa tidak pernah lepas dari
persoalan internal berupa praktik pemerintahan yang sarat dengan korupsi, kolusi
dan nepotisme. Puncak terjadinya praktik yang diyakini semua pihak sebagai
penyebab hancurnya tatanan pemerintahan itu terjadi pada masa Orde Baru.
Praktik KKN telah merasuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat dan merusak
mental masyarakat. Para pejabat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat
daerah, dari eselon yang paling tinggi sampai pesuruh kantor terlibat korupsi.
Seluruh harta kekayaan negara yang secharusnya digunakan untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat digerogoti, ditumpuk, disimpan di luar negeri untuk
kepentingan pribadi dan menjamin kelangsungan kejayaan keluarga.'

Korupsi yang semakin merajalela di Indonesia menjadi lambang
kerusakan sebuah tatanan sosial, kerusakan profesionalisme otentik, serta
kemerosotan kualitas manusia dan kehidupan? Sementara itu menurut sutvey
Transparency International pada tahun 2001, Indonesia adalah negara terkorup

keempat di dunia. Dalam-kelompok itu terdapat negara Bangladesh, Nigeria,

! Hasyim Muzadi dan Benediktus Bosu, Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan
Tindak Pidana korupsi, (Malang: Banyumedia, 2004), hlm. 1-2

? Ikatan Sosiologi Indonesia, “Pemberantasan Korupsi Kecewakan Masyarakat®, dalam
Harian Kompas Rubrik Politik dan Hukum edisi Rabu 21 September 2005, him. 2



Uganda, Indonesia dan Kenya.> Kemudian, masih menurut lembaga yang sama
yang diumumkan di Berlin tanggal 28 Agustus 2002, Indonesia masih berada di
kelompok sepuluh besar paling rendah, yang artinya masuk dalam jajaran negara
paling korup di dunia. Dan temuan Political and Economic Risk Consultancy
(PERC) yang berkedudukan di Hongkong, dari hasil penelitiannya di seluruh Asia
yang di umumkan tanggal 10 Maret 2002, Indonesia dinyatakan sebagai negara
terkorup di Asia pada tingkat pertama. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi
perlu dilakukan antara lain dengan instrumen hukum luar biasa (extraordinary
legal instrument), sepanjang instrumen yang luar biasa itu tidak bertentangan
dengan standar yang berlaku secara universal.*

Secara kuantitatif dan juga kualitatif tingkat keparahan dari korupsi di
Indonesia sangat parah jika kita membandingkannya dengan praktek-praktek
pidana korupsi di negara lain. Dari tahun ke tahun kasus-kasus korupsi ini
semakin meningkat. Hasil penclitian dari IRC maupun dari TI (Transparancy
International) yang terbaru menanyakan kepada pelaku-pelaku bisnis di negara
ini. Indikatornya tercermin dari mis-alokasi sumber daya yang mengakibatkan
perlemahan di dalam sendi-sendi ekonomi yang membuat rentan dalam krisis. Hal
inilah yang membuktikan bahwa dengan adanya tingkat Korupsi yang tinggi

menyebabkan degradasi pondasi ekonomi yang paling parah diantara negara-

* Baca Harian Kompas dalam rubrik Politik Dan Hukum dengan judul, “Masukan Bagi
MPR Korupsi Harus Dianggap Kejahatan Luar Biasa”, edisi 28 Juni 2001

* Artikel yang ditulis oleh Masyhudi Ridwan dengan judul, “Pembuktian Terbalik Dalam
Tindak Pidana Korupsi” dalam website
http://'www .kejaksaan.go.id/puspenkum/mediahukum/content.php?edition=edition3&m0=4&m1=1
, diakses pada 07 Oktober 2005




negara yang telah terkena krisis, terutama krisis yang melanda negara-negara di
Asia,” dan dampaknya menyengsarakan rakyat banyak. Saat ini, dengan
menggunakan kriteria orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah
dua dollar AS per hari, tingkat kemiskinan di Indonesia telah mencapai 59,5
persen total penduduk, atau sekitar 135 juta jiwa.’ Suatu yang tidak manusiawi
yang dilakukan oleh para koruptor yang hanya mementingkan kepentingan pribadi
tanpa mementingkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Secara kronologis setidaknya ada 6 fase peraturan yang mengatur
mengenai tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu:’

1. Fase ketidakmampuan tindak pidana jabatan (ambtsdelicten) dalam
Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk
menanggulangi korupsi.

2. Fase keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1957 jo regeling op de
Staat van Oorlog en van Beleg (Sth, 39-582 jo 40-79 Tahun 1939)
tentang keadaan darurat perang.

3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-
undang Nomor 74 Tahun 1957 jo Tlndang-undang Nomor 79
Tahun 1957 tentang keadaan bahaya.

4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24
Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi

5. Fase Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI
2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6. Fase Undang-undang Nomor 31 Tahun_ 1999 (LNRI 1999-
40;TENRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

® Faisal Basri, “Kita semakin Tidak Toleran dengan Praktek Korupsi” dalam Jurnal
Transparansi Online Edisi 23/Agustus 2000 website http//www.transparansi.or.id akses 10
Oktober 2005

5 Ivan A Hadar, “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam rubrik Opini Harian Kompas, Senin,
26 September 2005, hlm. 6

7 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan,
Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2



Pembentukan hukum dan penegakan hukum pidana selalu dihadapkan
pada berbagai kepentingan dan berbagai perspektif, maka sekalipun suatu
perbuatan tertentu pantas dan harus dilarang dalam hukum pidana dan suatu
peratuaran hukum pidana tersebut dinilai baik dan harus ditegakkan, dalam
prakteknya tetap juga mengundang masalah dalam pembentukan dan
penegakannya, bahkan hal itu muncul dari konseptor hukum itu sendiri.®

Ketidakberhasilan pemerintah dalam menjerat para koruptor, faktor salah
satunya adalah karena jaksa penuntut umum kesulitan mencari bukti-bukti
(sulitnya pembuktian), maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui
instrumen hukum yang luar biasa itu adalah penerapan Sistem Pembuktian
Terbalik (Reserved Burden of Proof System) yang telah dimasukkan dan diatur
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tersebut schubungan dengan usaha
Pemerintah untuk lebih memudahkan mengajukan para pelaku Kkorupsi ke
pengadilan dan menjatuhkan pidana karena sulithya membuktikan adanya tindak
pidana korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak dengan bebas menikmati hasil

korupsinya.” Seperti contoh kasus yang sedang populer antara lain'dugaan korupsi

¥ Mudzakir, “Menyikapi Kontroversi delik Zina, Santet dan Penyebaran Ajaran
Komunisme/Marxisme, Lininisme dalam Revisi KUHP”, dalam Jurnal Advokasia, Nomor 10,
Thn.X/2004, Jogjakarta, him. 20

? Artikel yang ditulis oleh Masyhudi Ridwan, “Pembuktian Terbalik Dalam Tindak
Pidana Korupsi” dalam website http://www kejaksaan.go.id/puspenkum/media-
hukum/content.php?edition=edition3&m0=4&m1=1, diakses pada 07 Oktober 2005



pengucuran kredit di Bank Mandiri,'° dugaan korupsi dana taktis Anggota KPU,
dan dugaan korupsi di tubuh Sekretariat Negara,'' serta dugaan korupsi dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Agus Anwar (mantan Direktur Utama Bank
Pelita)'? dan masih banyak lagi praktek tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid dibuat Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Undang-
undang tersebut memberlakukan beban pembuktian terbalik (Omkering van de
Bewijslast)”® yang sebenarnya termuat pada undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, yang dimaksudkan untuk
memperbaiki dan melengkapi sistem pembuktian terbalik yang terdapat dalam
undang-undang sebelumnya, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan
berimbang.'*

Dalam menghadapi korupsi yang endemik dan sistemik, pemerintah
Indonesia telah mengambil keputusan untuk membentuk KPK sebagai suatu super

body yang diberi wewenang besar untuk memberantas korupsi yang sudah masuk

1% Harian Kompas dalam Rubrik Politik dan Hukum edisi Sabtu, 10-September 2005, him.
" Harian Kompas dalam rubrik Poltik dan Hukum edisi Kamis, 22 September 2003, him.

'2 Harian Kompas dalam Rubrik Kilas Politik dan Hukum edisi Senin, 26 September
2005, him. 2

" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung:
Fokusmedia, 2005)

'* Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi
(UU No. 31 Tahun 1999), (Bandung: Mandar Maju, 2001), him. 107



ke dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum, serta meluas hampir ke semua
bidang kehidupan. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 adalah payung hukum
untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi wewenang
dan kekuasaan luar biasa, anatara lain mencekal, menyadap telepon, photocopy
dan electronik banking dianggap sebagai bukti, menjalankan pembuktian terbalik
(omkering van het bewijslast), mengambil alih perkara korupsi jika polisi atau
jaksa dianggap kurang serius menangani suatu perkara korupsi dan lain-lain."

Dari deskripsi di atas, ketentuan dalam penerapan instrumen hukum
terhadap tindak pidana korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik
terhadap kasus korupsi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana
pandangan Islam (figh) terhadap diterapkannya beban pembuktian terbalik
tersebut? Apakah justru syari’at melarang melakukan tindakan-tindakan itu? Lalu
dasar apa yang menjadi landasan jika pembuktian itu dilarang atau diperbolehkan
dalam Islam?.

Karena ada sinyalemen bahwa sistem pembuktian terbalik itu
bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya, penerapan pembuktian terbalik
sama dengan menuduh seseorang telah berbuat, sedangkan ajaran Islam melarang
menuduh seseorang tanpa bukti. Dalam perspektif tersebut beban pembuktian
terbalik sama dengan membenarkan prinsip “praduga bersalah” (preasumtion of

guilty), artinya setiap orang pada- dasarnya bisa dianggap bersalah sebelum bisa

" Frans H Winarta, dalam artikel dengan judul “Pemberantasan Korupsi Setengah Hati”
dalam harian Kompas rubrik Opini edisi Senin, 3 Oktober 2005, him. 6



membuktikan dirinya adalah tidak bersalah, dan ini dianggap melanggar Hak
Asasi Manusia (HAM).'®

Sedangkan menurut peeraturan umum dalam syari’ah, dalam perkara
mengadili manusia, penggugat harus dibenarkan lebih dahulu bila ia dapat
mengemukakan keterangan lengkap yang disertai alat-alat bukti atas gugatannya.
Apabila ia tidak dapat mengemukakan alat-alat bukti sebagai keterangan, si
tergugat yang dibenarkan sumpahnya. Kalau si tergugat tidak pula bersumpah, si
penggugat dibenarkan dengan sumpahnya.'” Karena sumpah merupakan senjata
bagi tergugat, seseorang tidak dapat semuanya saja menggugat orang lain kalau
tidak ada saksi. Mengigat dalam prinsip hukum Islam :

sc.\l\‘;l.pl:ml\J\Bf}‘m;@bf\nw@d\ywﬂ\@@)ﬂw\&\@y
lsw&?&‘g“w\j

Artinya dalam hal pembuktian, penggugat punya kewajiban untuk bisa
menunjukkan pada pihak yang didakwa tentang kesalahan atau kejahatan yang
diperbuatnya. Jika rujukannya terbatas pada prinsip itu, maka cukup tepat bagi
kelompok yang tidak sepakat dengan diterapkannya pembuktian terbalik, dengan

argumentasi bahwa setiap orang wajib dianggap bersih atau steril dari dugaan

' Baca artikel J E Sahetapy, “Problematik Beban Pembuktian Terbalik”, website :
http://www . komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=20, diakses 10 Oktober 2005

7 Ybnu Mas’ud dan Zainal Abidin , Figih Madzhab Syafi’l: Muamalat, Munakahat,
Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), him. 619

'8 Abu ‘Isa Muhamad ibn Saurah ibn Musa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi wa huwa al-
Jami’ al-Sahih, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 399, juga terdapat dalam hadis yang di riwayatkan
Imam Baihaqi dengan substansi yang sama yakni 3t ;» Jo codiy ealt e @l moms slil g )y, Abu
Bakar Ahmad ibn al-Husain Ibn ‘Ali ibn Abd Ibn Musa al-Baihaqi, Sunan al-Kubrd, (Beirut : Dar
al-Fikr, tt), X: 353



melakukan korupsi dengan tanpa dibebani kewajiban untuk membuktian kalau
dirinya tidak terlibat dalam perkara korupsi.'

Latar belakang ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tema
beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Indonesia dengan
mengkomparasikan penerapan tersebut dalam hukum positif yang berlaku di
Indonesia dengan hukum Islam yang belum secara detail menerapkan tentang
masalah tersebut. Masalah ini menarik sekali ketika negara ini sedang dalam krisis
multi dimensional. Mengkaji dan mengkomparasikan dengan konsep-konsep
Islam sebagai al-nizam wa al-dustur dalam hubungan manusia, baik yang bersifat
horizontal antar sesama manusia maupun yang vertikal dengan Sang Khaliq

seperti yang tertuang dalam disiplin ilmu figh.

A. Pokok Masalah
Dari pemaparan di atas, skripsi ini akan mencoba memberikan
pembahasan atas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian

terbalik dan penerapannya dalam kasus korupsi di Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini‘adalah :
a. Untuk mendeskripsikan problematika penerapan beban pembuktian

terbalik terhadap tindak pidana korupsi.

!9 Abdul Wahid, “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi (Perspektif Hukum
Pidana Islam)”, dalam Dirnamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang No. 14, Th
VIH (Agustus 2001), hlm. 55-56



b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembuktian terbalik

yang diaplikasikan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Sebagai perbandingan bahwa antara hukum positif dengan hukum Islam
masih ada keterkaitan yang sangat relevan sebagai salah satu sumber hukum di
Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang pemberantasan
korupsi yang merajalela di Indonesia.

¢. Memperluas cakrawala keilmwan bagi perkembangan hukum positif dan
hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, terkhusus

tindak pidana korupsi.

C. Telaah Pustaka

Penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di

Indonesia masih menjadi pro dan kontra antara yang setuju dan menolaknya.

Sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan penerapan beban pembuktian

terbalik oleh hukum positif dan Islam. Beberapa karya mengupas perihal tentang

ini antara lain :

. Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik
Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), yang diterbitkan oleh Mandar Maju, buku

ini banyak mengupas tentang sistem penerapan beban pembuktian terbalik
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. Abdul Wahid, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi : Perspektif
Pidana Islam, dalam Jurnal “Dinamika Hukum” No.14, Th VII yang
diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara,
yang ditebitkan oleh Media Grafika, yang mengupas perbandingan sistem
perundang-undangan diberbagai Negara termasuk sistem pembuktain terbalik
yang diterapakan di Negara-negara tersebut.

. Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum,  yang
diterbitkan Kompas Tahun 2001, buku ini mengulas tentang kejahatan korupsi
di Indonesia dan memberikan alternatif untuk mengungkap kasus tersebut
dengan penerapan beban pembuktian terbalik.

. Muhamad Abid al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah, yang
membahas konsep penerapan syari’ah bagi negara yang disesuaikan dengan
hukum yang berlaku.

. Eklektisisme Hukum Nasional, oleh Qodri Azizy yang membahas tentang
hubungan dan kompetisi hukum Islam dan hukum umum guna mencari dan
melakukan kajian hukum yang lebih mengena dan bisa diterima oleh
masyarakat Indonesia..

. Syed Hussen Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Kontemporer, yang diterbitkan oleh LP3S yang banyak memaparkan tentang

proses kejahatan korupsi.
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Selain buku-buku tersebut di atas, juga banyak terdapat tulisan artikel
tentang kontroversi penerapan beban pembuktian terbalik di harian-harian umum
nasional dan jurnal lembaga-lembaga hukum.

Mengenai hasil penelitian oleh beberapa peneliti, setelah diperiksa
secara komprehensif, judul hampir sama tapi substansi isi berbeda dengan apa
yang penulis paparkan dan ada beberapa hal yang perlu ditambah dan
disempurnakan dari hal-hal yang tidak disinggung sama sekali dalam laporan
penelitian tersebut. Seperti skripsi dengan judul Hukuman Bagi Pelaku Korupsi
(Studi Komparatif Antara Fatwa MUI Dan Batsul Masail NU) Oleh Abdul
Mubarok, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No, 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Islam, semuanya
merupakan karya mengenai korupsi tetapi dalam tulisan ini penulis lebih spesifik
kepada pengkajian pembuktian terbalik yang diterapkan dalam kasus korupsi,
Sehingga bisa dinyatakan bahwa penulisan ini bukan merupakan duplikasi

(plagiat) atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

D. Kerangka Teoretik
Islam-adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuaidengan
perintah Allah SWT dalam al-Qur’an dan tuntutan Rasulullah SAW dalam as-
Sunnah. Setiap muslim diwajibkan menempuh pola kehidupan yang Islami sesuai
dengan ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh setiap langkah dan perilakunya,

sehingga mampu memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan (halal) dengan
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perbuatan yang dilarang (haram), serta semua akibat dari perbwatannya itu baik
berupa pahala maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.

Pandangan Islam terhadap harta ialah sebagai jalan dan bukan sebagai
tujuan jalan untuk merealisasi sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-
manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada
hal yang bersifat materi yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan umum
tanpa berbuat dhalim dan berlebih-lebihan.?! Islam sangat melindungi harta milik
pribadi, Islam juga mengharamkan cara-cara bathil dari penguasaan hak milik
(hifz al-mdl). Termasuk kategori memelihara harta, setiap hal yang disyari’atkan
oleh Allah untuk mengatur kerja sama diantara sesama manusia seperti jual beli,
sewa menyewa dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang obyeknya adalah
harta.”

Pada prinsipnya al-Qur’an dan as-Sunnah merupakakan sumber
legitimasi utama dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan,”
sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum utama di dalam Islam adalah al-
Qur’an dan sunnah, setelah keduanya adalah ijma’ dan qiyas, selain ke empat
sumber pokok tersebut dalam. ilmu ushul figih masih_terdapat sumber lain yang

bisa dipakai sebagai dalil dan tempat mengambil keputusan hukum, yakni al-

20 Abdurrahman 1 Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, Alih bahasa Wadi Masturi
dan Hasan Basri ibn Asyhary, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1992), hlm. VIII

! Muhammad Mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, (Jakarta:
Kalam Mulia, tt), hlm. 5

2 Muhamad Abu Zahrah, Ushul Figh, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997),
him.551.

* Selengkapnya baca Yasin Dutton, Asal Mula Hukum Islam: al-Qur’an,Muwatta’, dan
Praktik Madinah,(Y ogyakarata: Islamika, 2003), him. 331
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istihsan, al-mursalah, urf dan al-istishal®® seperti halnya korupsi yang dilarang

oleh agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 188 surat al-Bagarah :

JbU V_i‘., ris\y.s VolSTGY Fgaal il

Ayat ini berupa larangan memakan harta diantara manusia dengan
jalan yang bathil. Di dalam al-Qur’an, Allah menyerukan kepada seluruh umat
manusia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, walaupun tidak secara terang
dan nyata Allah memberikan ilustrasi dalam firman-Nya tentang adanya
pembuktian terbalik. Namun terdapat ayat yang di dalamnya Allah
memerintahkan untuk berbuat adil dan menjadi saksi demi tegaknya keadilan.

Ayat tersebut selengkapnya berbunyi :

U ) (Sl e 15l y db shigd dedally (3 15557 Fgnal Ll

v Mg

Menyikapi;teks di atas, Ibnu Katsir menafsirkan « jtegakkanlah
persaksian itu sekalipun bahayanya akan kembali kepadamu, jika kamu ditanya

tentang suatu perkara, maka katakanlah yang hak, walaupun mudlaratnya akan

24 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Alih Bahasa Noer Iskandar al-
Barsany dan Moh Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 331

> An-Nisa’ (4) : 135
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kembali kepadamu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar
dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepadanya.”®

Mengungkap suatu kasus korupsi tidaklah mudah karena disamping
perlu menguasai Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UUPTPK), juga teknik operasi memberantas korupsi agar penyidikan dan
penuntutannya berhasil baik,”’ Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan,
ada empat hal yang mendapat perhatian khusus dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi, yaitu masalah perlindungan saksi, pembuktian terbalik, pencarian
dan pengembalian aset, serta perizinan.”®

Namun tidak sedikit ahli hukum yang menentang penerapan asas
pembuktian terbalik ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).
Akan tetapi, karena korupsi sudah mengakar dalam masyarakat dan bisa merusak
kehidupan berbangsa, tak ada jalan lain pembuktian terbalik harus diterapkan.
Apalagi sudah banyak negara yang berhasil menekan korupsi dengan
menggunakan asas pembuktian terbalik.”

Persoalan ketidakadilan bukan persoalan yang baru. Ketidakadilan

terjadi di semua negara, semua lapisan masyarakat, dan bahkan antar individu.

% Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, alih bahasa Bahrun Abu Bakar,
(Bandung: Sinar Baru Gensindo, 2001), V: 562

%" Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Kompas,
2001), him. 93

B empo Interaktif, Selasa, 21 Desember 2004, “KPK Minta Perpu Pembuktian
Terbalik”, www.tempointeraktif.co.id/news.2001/4/4/complete%2Cid.asp, diakses 07 Oktober
2005

* Harian Kompas, “Pembuktian Terbalik: Perpu atau Amandemen UU 31/1999”,
http://www kompas.com/kompas-cetak/0104/14/nasional/pemb08.htm. Diakses Sabtu, 14 April
2001
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Persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana upaya untuk mengikis
ketidakadilan dan menegakkan keadilan menjadi kepedulian dan dilaksanakan
oleh lembaga internasional, negara, lembaga masyarakat dan individu.
Penghargaan tinggi diberikan kepada lembaga internasional, negara, lembaga
masyarakat dan individu yang peduli mengupayakan tegaknya keadilan secara
serius dan terus-menerus. Dalam hal inilah negara, masyarakat dan orang
Indonesia dinilai rendah di mata dunia dan penduduknya sendiri. Sudah bertahun-
tahun upaya ke arah itu tidak tampak dengan jelas. Akibatnya, Indonesia
merupakan negara yang kaya potensi tapi penduduknya miskin. Penegakan hukum
dan kebijakan pemerintah sebagai andalan dalam mengupayakan keadilan
kinerjanya sangat buruk. Persoalan-persoalan lain akan terus muncul bila keadilan
tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh.*

Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum. Tegaknya
hukum di kalangan masyarakat terutama terselenggara oleh keinsafan mereka
untuk tunduk secara sukarela dan karena keyakinan bahwa tunduk kepada hukum
itu akan mempercepat tujuan yang diinginkan bersama yakni terciptanya
keadilan,®’ oleh karena itu aparat penegak hukum berkewajiban mengambil
tindakan guna menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran-kebocoran yang

ilegal (diluar hukum) yang tidak sesuai dengan tuntutan‘masyarakat dalam

*® Faturochman, Keadilan: Perspektif Psikologi, (Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 2-3

' Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986), him. 195
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melaksanakan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

E. Metode Penelitian
Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data
yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi
ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (/ibrary research) yaitu
penelitian yang data utamanya diperoleh dari sumber-sumber literatur berupa
pikiran-pikiran dan hasil penelitian yang tertulis dalam buku, kitab, jurnal,
majalah dan artikel serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan
pembahasan penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskiptif-analitik-komparatif.®* Deskripsi
karena dalam masalah ini penyusun mendeskripsikan atau memberikan gambaran
sejelas mungkin fakta secara sistematik terhadap pandangan hukum positif dan
hukum Islam tentang beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi. Analitik
komparatif artinya penyusun melakukan analisis dengan “mengkomparasikan

kedua pandangan hukum tersebut-dalam melihat dan menilai masalah ini.

32 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. 111 (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 6
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3. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah /literal (kajian
kepustakaan) yaitu penulusuran bahan-bahan pustaka yang terdiri dari data primer
(utama), yaitu al-Qur’an dan Hadis, Himpunan peraturan Perundang-undangan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”

Adapun karya-karya yang merupakan
sumber sekunder antara lain : Pembuktian Terbalik: Analisis Terhadap Metode
Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam’ Kejahatan
Korupsi dan Penegakan Hukum,” Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik
Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di
Berbagai Negara serta artikel-artikel yang menulis tentang beban pembuktian
terbalik
4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif.
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji masalah beban pembuktian terbalik
tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di

Indonesia, sedangkan normatif dimanfaatkan dalam kaitannya dengan hukum

Islam.

3 Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
(Bandung: Fokusmedia, 2005)

** Abdul Wahid, “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi (Perspektif Hukum
Pidana Istam)”, dalam Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang No.14,Th VII
(Agustus 2001)

3% Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2001)
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5. Analisis Data
Semua data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data
kemudian dianalisa dengan menggunakan instrumen analisis induktif
interpretatif.’® Langkahnya adalah menganalisa data yang diperoleh dari hukum
pidana positif dan hukum pidana Islam tentang beban pembuktian terbalik pada
tindak pidana korupsi, selanjutnya konsepsi umum tersebut dikomparasikan
schingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaan dan persamaan dan kemudian

akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan pembahasan yang
sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam perincian bab dan sub bab
pembahasan. Adapun perincian sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut :

Bab pertama merupakan kerangka berpikir yang menjadi arah dan
acuan untuk membahas bab-bab berikutnya yang hendak ditulis. Bab ini meliputi
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk
mengarahkan pembaca pada substansi penulisan ini.

Bab kedua berisi tentang selayang pandang beban pembuktian terbalik

terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif yang berlaku,

*® Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang umum.
Sedangkan interpretative artinya menafsirkan tetapi tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu
pada evidensi obyektifitas, baca Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet.Ill (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2001), him. 40
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dalam bab ini penyusun mendeskripsikan tentang pengertian serta macam-macam
beban pembuktian terbalik. Dasar hukum beban pembuktian terbalik menurut
Undang-undang Nomor 03 Tahun 1971 dan direvisi dalam Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001. Serta kontroversi seputar diterapkannya beban pembuktian terbalik
pada tindak pidana korusi di Indonesia.

Bab ketiga merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya mengupas
tentang pandangan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik. Aplikasi
pembuktian terbalik menurut prinsip hukum Islam dan akan mengeksplorasi
beban pembuktian terbalik dilihat dari berbagai segi disiplin ilmu hukum Islam.

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan yang di dalamnya
terdapat telaah persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam
mengenai beban pembuktian terbalik. Urgensitas penclitian berada pada bagian
ini, karena disini dianalisis sejumlah titik persamaan dan perbedaan antara kedua
pendangan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menguraikan tentang

berbagai kesimpulan dan saran yang relevan dengan studi ini.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini penyusun memberikan beberapa

kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada

bab-bab sebelumnya tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam

tentang diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana

korupsi. Dan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Dalam khazanah hukum Islam memang tidak secara eksplisit dijelaskan
tentang adanya pembuktian terbalik, sekalipun secara praktis tidak
pernah dilakukan dalam peradilan Islam, namun secara teoritis dan
substantif terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada adanya
pembuktian terbalik. Misalnya peristiwa yang mengkisahkan tentang
Nabi Yusuf AS dan Maryam yang ada dalam al-Qur’an, hal tersebut

merupakan bukti adanya pembuktian terbalik pada masa lalu. Walaupun

terdapat kaidah yang menyatakan bahwa pembuktian diwajibkan kepada

penggugat dan sumpah dibebankan kepada yang menungkiri gugagatan,
namun relevansi sumpah pada saat ini tidak lagi relevan apalagi jika
dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, karena pada waktu itu situasi
dan kondisi masyarakat sangat stabil dan berada langsung di lingkungan
nabi dan mereka menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dalam
syari’at Islam tidak ada dalil yang secara langsung dan jelas

membolehkan atau melarang pembuktian terbalik. Oleh karena itu,

72



73

penerapan pembuktian terbalik yang dilakukan pemerintah sudah sejalan
dengan kaidah figh Islam. Demikian juga tindakan tersebut telah sesuai
dengan prinsip istihsan dan maslahah mursalah dalam situasi yang
dianggap darurat, karena keputusan tersebut diambil sebagai jalan
alternatif dalam rangka menanggulangi kasus korupsi yang sudah
sedemikian parahnya, diperkuat lagi dengan perekonomian Negara dan
masyarakat yang dilanda krisis multi dimensi, sehingga membutuhkan
penanganan dan penyelesaian yang efektif dan efisien salah satunya
adalah dengan meminimalisir praktek korupsi dan solusi efektif adalah
penerapan sistem pembuktian terbalik.

. Pembuktian terbalik merupakan cara pembuktian Khusus yang
diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kasus-kasus
korupsi yang membutuhkan penanganan yang khusus dan intensif.
Pembuktian semacam ini sudah disahkan dalam Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dan
dikarenakan kurang efektif dan masih mengandung kelemahan, akhirnya
di revisi lewat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan harapan
akan memudahkan « dalam mengadili pelaku rkorupsi (koruptor).
Pembuktian tebalik yang bersifat terbatas dan berimbang artinya
terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa' ia tidak melakukan
tindak pidana dan memberikan keteranagan tentang seluruh harta
bendanya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan

dakwaannya.
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B. Saran-saran

Kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim)
untuk konsisten dan professional dalam memberantas tindak pidana
korupsi sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan tanpa
memandang status pelaku, mengingat Indonesia adalah Negara hukum,
maka hukum harus ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam segala
hal yang bersinggungan langsung dengan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia agar membantu memberantas korupsi dengan cara
ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Perumusan hukum Islam yang belum menyeluruh terhadap
diterapkannya pembuktian terbalik pada tindak korupsi patut mendapat
perhatian dari para intelektual Islam, mengkaji ulang hukumnya dalam
kacamata hukum Islam sehingga formulasi yang ditemukan itu bisa
integral dan komprehensif.

Penerapan asas pembuktian terbalik harus kita kembalikan kepada
“goodwill” pemerintah dan didukung oleh wakil-wakil rakyat kita di
DPR, selain itu para penegak hukum kita harus pula bersikap “bersih”
dan professional. Dibeberapa Negara asas pembuktian terbalik telah

terbukti merupakan alat yang sangat ampuh di muka pengadilan.
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